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BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Pemerintah Republik Indonesia selaku pihak yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari modal dana. Untuk penunjang kelancaran pelaksanaannya diperlukan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Untuk memperoleh dana yang besar pemerintah menyediakan pos penerimaan yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.
 
Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling aman saat ini. Sejalan dengan perekonomian yang ada sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatkan  pembangunan nasional. Penerimaan pajak juga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Penerimaan Pajak berasal dari jumlah iuran masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan penting untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak, berbagai aspek harus diperhatikan oleh pemerintah diantaranya penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, sistem perpajakan, dan kebijakan perpajakan. Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi penerimaan pajak belum dirasakan optimal, sehingga sejak tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan dengan pembaharuan yang paling mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula official assesment system menjadi self assesment system. 

Pada official assesment system, besarnya pajak terutang wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak, sedangkan esensi dari self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Salip, dan Tendy Wato menyatakan bahwa sejak diberlakukannya Self Assesment System dalam Perpajakan Indonesia, maka Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya, sehingga sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari wajib pajak dalam menghitung pajak terhutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung pajak dibutuhkan dalam self assesment system, karenanya dibutuhkan kepatuhan pajak dalam koridor pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana masih banyak wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi tidak ikut berpartisipasi menjadi wajib pajak dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh wajib pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Mengembalikan SPT di indonesia Periode 1996-2005
	Tahun
	SPT Dikirim
	SPT Masuk
	% SPT masuk/ SPT Dikirim

	1996
	1,650,722
	737,897
	44.70

	1997
	1,762,522
	731,850
	41.52

	1998
	1,841,297
	695,016
	37.75

	1999
	1,949,322
	690,012
	35.40

	2000
	1,988,669
	701.394
	35,27

	2001
	2.270.870
	815.985
	35,93

	2002
	2.583.960
	1.068.467
	41,35

	2003
	2.582.550
	1.141.516
	44,20

	2004
	2.608.362
	1.212.729
	44,23

	2005
	2.712.205
	1.235.409
	45,54


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Dari fenomena di atas, pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak, dari tahun 1996-2005 seluruh jumlah tunggakan wajib pajak setiap tahunnya rata-rata dilunasi dibawah 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak. Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Self Assesment System oleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak melaksanakan Self Assesment System dengan baik tentunya penerimaan dari sektor pajak akan lebih optimal. (Direktorat Jenderal Pajak, 2006)
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan Self Assesment System. Menurut Siti Kurnia Rahayu, Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan admistrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan tax evasion. (2006:82)
Dengan self assessment system yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini, dan fenomena masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah  memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. oleh karena itu, perlu diadakannya pemeriksaan pajak guna mengurangi  ataupun penghindaran pajak yang disebabkan oleh wajib pajak yang kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000 tanggal 22 desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pentingnya pemeriksaan untuk Kantor Pelayanan Pajak tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar wajib pajak berada pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penyelewengan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan mudah diatasi oleh pihak pajak.  Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut  adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan karena terdapat kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran laporan SPT yang disampaikan wajib pajak baik SPT lebih bayar, SPT kurang bayar maupun SPT rugi, karena Surat pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak. Jika terdapat indikasi ketidak patuhan wajib pajak maka jenis pemeriksaan yang dapat digunakan adalah pemeriksaan rutin.
Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.
Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO - Large Taxpayers Office), KPP Madya (MTO - Medium Taxpayers Office), dan KPP Pratama (STO - Small Taxpayers Office). Dengan pembagian seperti ini, diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak pun dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut Account Representative, yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal di atas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak.  

Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang business process, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Kunci perbaikan birokrasi yang berbeli-belit adalah perbaikan business process, yang mencakup  metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada. 

Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi  Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain penulisan SOP, perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu fitur penting sistem tersebut adalah case management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian account Wajib Pajak. Sistem informasi manajemen internal seperti Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Key Performance Indicator (KPI) juga terus dikembangkan. 

Untuk kegiatan law enforcement, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis resiko (risk analysis), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi resiko yang dihadapi. Untuk menerapkan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak dan besarnya potensi yang dapat digali, maka DJP meluncurkan program penggalian potensi Wajib Pajak non-filer, yaitu Wajib Pajak yang berhenti mengirimkan SPT. Masih dalam dalam rangka law enforcement, DJP juga mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara, yang dinamakan Third Party Data Project. 
Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Diharapkan ke depannya DJP dengan system administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. (www.pajakonline.com, 2009)
Sebelum melakukan langkah perbaikan di bidang SDM, DJP melakukan pemetaan kompetensi (Competency Mapping) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program mapping ini masih terbatas mengidentifikasikan ‘soft’ competency saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih fair. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebutpun dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja. Secara bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruh pegawai secara lebih obyektif dan konsisten sekaligus standar kompetensi jabatannya melalui proyek assessment center. Selisih (gap) antara hasil penilaian pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang didudukinya dijadikan dasar perancangan program capacity building (termasuk pendidikan dan pelatihan) yang lebih fokus dan terarah. Saat ini, DJP sedang mengembangkan berbagai program pelatihan melalui metode Adult Learning Principles.

Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Dapat dilihat bahwa perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia.

Pelaksanaan good governance, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. 
Menurut Djazoeli Sadhani menyebutkan bahwa, untuk kegiatan law enforcement, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis resiko (risk analysis), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi resiko yang dihadapi. (www.pajakonline.com, 2009)
Apabila sistem perpajakan modern telah dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pemeriksaan akan efektif yang sesuai dengan jangka waktu, tahapan pemeriksaan yang dipenuhi, dan kualitas SDM.
Berdasarkan uraian diatas Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini dan penulis hanya akan membahas mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul : “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung”.
1.2 Identifikasi  dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi  Masalah 
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Tuntutan Globalisasi teknologi, informasi terhadap kinerja DJP.
2. Kebutuhan pelayanan prima pada Wajib Pajak untuk menunjang kepatuhan.
3. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

4. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.
5. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak.
1.2.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1  
Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin serta mencari besar pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin.
1.3.2  Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan modern dan data mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin.
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis
Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, sehingga akan lebih baik dan semakin berkembang.
1.4.2 Kegunaan Akademis
1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi, bahan referensi, dan pemikiran penelitian lebih lanjut dalam variabel yang sama, yaitu mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung yang berlokasi di Jln. Asia Afrika No.114 Bandung. Penelitian ini penulis laksanakan mulai dari bulan Oktober 2009 sampai dengan selesai.
Tabel 1.2
	Tahap
	Prosedur
	Bulan :

	
	
	Okt
2009
	Nop
2009
	Des
2009
	Jan
2010
	Feb
2010

	I
	Tahap Persiapan :
	
	
	
	
	

	
	1. Membuat outline dan proposal skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi
	
	
	
	
	

	
	3. Menentukan tempat penelitian
	
	
	
	
	

	II
	Tahap Pelaksanaan :
	
	
	
	
	

	
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan
	
	
	
	
	

	
	3. Penelitian di perusahaan
	
	
	
	
	

	
	4. Penyusunan skripsi
	
	
	
	
	

	III
	Tahap Pelaporan :
	
	
	
	
	

	
	1. Menyiapkan draft skripsi
	
	
	
	
	

	
	2. Sidang akhir skripsi
	
	
	
	
	

	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi
	
	
	
	
	

	
	4. Penggandaan skripsi
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